
BUPATI TORA"'A UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAIT

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2015 yang sementara dilaksanakan tidak sesuai dengan
keadaal dan kondisi daerah sehingga perlu diubah dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OOS - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47O0);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1O1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tatnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5
Nomor 137, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

8. Peratr:ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO6 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2O07 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2O1O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OlO - 2Ol4;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Eva-luasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O14 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OL4 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sr'rlawesi Selatan Tahun 2OO8 - 2O2a
(kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO8

Nomor 1O, Tambahal Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 243);
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Pasal 3

(2) Rencana Keda Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam
penJrusunan:
a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Kebijalan Umum

Perubahan Anggaran (KUPA) ;
b. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP);

c. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)
dan Ralcangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2015.

(3) Materi Muatan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam l,ampiran dan
merupakan bagiar yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada 31 Juli 2O15

BUPATI RA.IA

FREDERI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Juli 2015

S DAERAH
U TORAJA UTARA,
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S

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 23


